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BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

TAHUN 2020 NOMOR 10

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI WAY KANAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18
ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan,
maka Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan
telah mengundangkan Peraturan Bupati Nomor 27
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.

bahwa sehubungan telah diundangkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
dan untuk memperkuat peran dan kapasitas
Inspektorat Daerah agar lebih independen dan
obyektif dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih
dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta
meningkatkan efektivitas, profesionalisme dan

kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan;

c. bahwa...



Mengingat

1

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Way Kanan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur
dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tenta.ng Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indohesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);
5.Peraturan...



Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4449);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun
2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1605);

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way
Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);

10.Peraturan...



Menetapkan :

10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan
Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way
Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way
Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan
Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Way Kanan Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 27

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan (Berita

Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 27), diubah sebagai

berikut:

1. Diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu) angka yakni 2a,

angka 11 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan.

2.Peraturan...



2a.

10.

11.

12,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way
Kanan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Lampung.

Bupati adalah Bupati Way Kanan.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Way Kanan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Way
Kanan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan
oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan
Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.

Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Way
Kanan.

Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kabupaten Way
Kanan.

Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan yang membawahi
wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada
Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Unit adalah Unit Kerja yang tergambar dalam Struktur

Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.

14. Organisasi ...



13.

14.

15.

16.

Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Way Kanan.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan yang sangat
diperlukan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok
Inspektorat Daerah.

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai
Negeri Sipil dalam suatu susunan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang terdiri dari
jabatan fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggara Urusan
Pemerintahan di Daerah (P2UPD), dan jabatan fungsional

lainnya.

Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

Pasal 3
Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan
fasilitasi pengawasan,;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan

kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan ...
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pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat;

penyusunan laporan hasil pengawasan,;

pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:

a.
b.

- o QA O

5o

Inspektur;

Sekretariat, membawahi:

1. Subbagian Perencanaan;

2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan

3. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
Inspektorat Pembantu I;

Inspektorat Pembantu II;

Inspektorat Pembantu III;

Inspektorat Pembantu IV;

Inspektorat Pembantu V; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Way

Kanan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 ...



(1)

(3)

(4)

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi

pengawasan, pelayanan administrasi umum, evaluasi pelaporan

dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan,

memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit di

Lingkungan Inspektorat Daerah serta melaksanakan tugas lain

yang diberikan Inspektur.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan
program kerja pengawasan,;

b. penghimpunan, pengelolaan dan penyimpanan laporan hasil
pengawasan,;

c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis
fungsional dan tindak lanjut hasil pengawasan;

d. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan urusan pemerintahan, Reformasi Birokrasi,
pencegahan korupsi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);

e. penginventarisasian, penyusunan dan pengoordinasian
dalam rangka penatausahaan penanganan pengaduan;

f.  pelaksanaan urusan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan
pelaporan, keuangan, surat menyurat dan urusan rumah
tangga serta penyusunan peraturan perundang-undangan;

g. pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap Aparatur Sipil
Negara (ASN) di Lingkungan Sekretariat;

h. penyiapan dan pelaksanaan pembuatan laporan pelaksanaan
kegiatan Sekretariat; dan

i.  pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Sekretariat, membawahi:

a. Subbagian Perencanaan;

b. Subbagian ...



b.  Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
c.  Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.

(5) Masing-masing Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(4) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan
pengendalian rencana/program Kkerja pengawasan, menghimpun
dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan,
kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Subbagian Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan koordinasi penyiapan rencana program dan
anggaran Inspektorat Daerah;
b. melaksanakan koordinasi penyiapan rencana program kerja
pengawasan,;
c. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum,;
d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan
APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum; dan

e. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
(1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan
administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian
dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian

pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

(3) Untuk ...



(3)
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

a.
b.

C.

melaksanakan penginventarisasian hasil pengawasan,;
melaksanakan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian
hasil analisis dan evaluasi pengawasan,;

melaksanakan pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak
lanjut hasil pengawasan;

melaksanakan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan
kinerja Inspektorat Daerah; dan

melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 9

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas

melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan

dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan,

akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai

rincian tugas sebagai berikut:

a.
b.

melaksanakan administrasi kepegawaian;

melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha
Inspektorat;

melaksanakan urusan perlengkapan;

melaksanakan urusan rumah tangga;

melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan
atas laporan pemeriksaan keuangan;

melaksanakan perbendaharaan;

melaksanakan verifkasi, akuntasi dan pelaporan keuangan; dan

melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

7. Judul ...
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Judul Paragraf 3 Bagian Ketiga BAB II diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Paragraf 3

Inspektorat Pembantu

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 10

Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, Inspektorat

Pembantu II dan Inspektorat Pembantu IV sebagaimana

dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf e, dan

huruf f mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan

pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja

dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1),

Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, Inspektorat

Pembantu Il dan Inspektorat Pembantu IV, mempunyai fungsi:

a.

penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan
pengawasan terhadap perangkat daerah;

perencanaan program pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat
Pengawas Internal Pemerintah lainnya;

pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil
pengawasan;

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan Bupati;

j. penyusunan ...
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J. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.
Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit kerja
Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, Inspektorat
Pembantu III dan Inspektorat Pembantu IV didasarkan pada
rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah

dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.

Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal

10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 10A
Inspektorat Pembantu V sebagaimana dimaksud pada Pasal 4
Ayat (1) huruf g, mempunyai tugas menegakkan integritas,
melaksanakan pemeriksaan dan pengusutan dalam rangka
penjatuhan sanksi administrasi serta kebenaran laporan atau
pengaduan terkait adanya indikasi terjadinya penyimpangan,
korupsi, kolusi, dan nepotisme atas penyelenggaraan tugas
pemerintah daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1),
Inspektorat Pembantu V mempunyai fungsi:
a. perencanaan program penanganan kasus dan pengaduan;
b. pengkoordinasian pelaksanaan penanganan kasus dan
pengaduan,;
c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penanganan
kasus dan pengaduan;
d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
kebenaran laporan pengaduan;
e. pelaksanaan penegakan integritas di  Lingkungan
Pemerintah Daerah;
f. pemantauan dan pemutakhiran tindaklanjut hasil
pengawasan;

g. penyusunan laporan hasil pengawasan;

h. penyusunan ...



- 13-

h. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
i.  pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan

J pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

11

(1)

Pasal 11

Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, Inspektorat
Pembantu III, Inspektorat Pembantu IV, dan Inspektorat
Pembantu V dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu I,
Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur
Pembantu IV, dan Inspektur Pembantu V yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur
Pembantu III, Inspektur Pembantu IV, dan Inspektur Pembantu
V berperan sebagai Koordinator atas rumpun urusan dan/atau
penanggung jawab pelaksanaan pengawasan Instansi/Satuan
Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
Penetapan wilayah kerja Inspektorat Pembantu I, Inspektorat
Pembantu II, Inspektorat Pembantu III, Inspektorat Pembantu
IV, dan Inspektorat Pembantu V ditetapkan lebih lanjut dengan

Keputusan Bupati.

Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 12

Kelompok jabatan  fungsional berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu
dan secara administrasi dilakukan pembinaan oleh Sekretaris.

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas pejabat fungsional
auditor, Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan jabatan fungsional
lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan

fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(3) Kelompok ..



12.

- 14 -

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah dan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), pejabat fungsional auditor, Pejabat Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan
jabatan fungsional lainnya mempunyai fungsi melaksanakan
kegiatan pemeriksaan dan atau pengawasan, baik yang bersifat
rutin, berkala, penanganan kasus-kasus pengaduan maupun
pengawasan tertentu.

Pejabat fungsional auditor dan P2UPD serta fungsional lainnya
membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

Pejabat fungsional auditor dan P2UPD serta fungsional lainnya
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kelompok jabatan fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas
pengawasan dibentuk tim dengan komposisi sebagai berikut
pengendali mutu, pengendali teknis, ketua dan anggota tim
yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pengangkatan kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan oleh

Bupati.

Ketentuan yang ada pada Lampiran diubah, sehingga berbunyi

sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Pejabat yang sudah

ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan

tugasnya sampai dengan dilantiknya Pejabat berdasarkan ketentuan

dalam Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu

— 1 . e
padd walggdl 1 ApPLIL LULY

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu

pada tanggal 7 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,
dto

QATDTIT
s

i ail NS

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 10

i dengan aslinya

X IAN HUKUM,
< 2
W =
2 ),
* =]
IND KARI USMAN, S.H., M.H.
Irka na (IV/a)

NIP= 926 200212 1 003
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